SALINAN
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BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2017, perlu ditetapkan Pecraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2017;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964
tentang Pcnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Dairi
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1964 Nomor 9)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 130);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 131);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
184);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
188);

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014
Nomor 21;
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17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi
(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor
22;

18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 27);

19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017

Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Dairi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah adalah Penjabaran Laporan Keuangan tahunan Pemerintah
Daerah atas pelaksanaan APBD yang dibahas bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar ke kas daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atan akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran adalah penjabaran penyajian
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

BAB II
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

L

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 128.489.751.331,88
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.004.542.848.448,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 761.610.500,00 +
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Jumlah Pendapatan Rp. 1.133.794.210.279,88

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 419.123.315.929,00
2) Belanja Bunga Rp. 49.287.204,84
3) Belanja Hibah Rp. 21.817.692.116,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 490.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.058.118.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 190.593.720.900,00
7) Belanja Tak Terduga Rp. 2.249.100.000,00 +

Rp. 635.381.234.149,84

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 31.194.106.932,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 219.524.690.836,48
3) Belanja Modal Rp. 260.705.968.964,00 +

Rp. 511.424.766.732,48

Jumlah Belanja Rp. 1.146.806.000.882,32
Surplus/(defisit) Rp. (13.011.790.602,44)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 141.523.424.283,68
b. Pengeluaran Rp. 6.659.835.060,99 -
Jumlah Pembiayaan Rp. 134.863.589.222,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan Rp. 121.851.798.620,25

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI DAIRI,
ttd.
KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO
Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

—fln

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19701022 199803 1 006



